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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 40 TAHUN 2016 

TENTANG 

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN REAL ESTAT 

DALAM SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pendalaman pasar bagi sektor 

keuangan serta mendorong pertumbuhan investasi di 

bidang real estat, perlu memberikan pengaturan khusus 

terhadap pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan 

dari pengalihan real estat dalam skema Kontrak Investasi 

Kolektif tertentu dengan Peraturan Pemerintah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d dan Pasal 17 ayat (7) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu 

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak 

Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat 

dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu; 
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Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4893); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN 

ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN REAL ESTAT DALAM 

SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disingkat KIK 

adalah Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang Pasar Modal. 

2. Real Estat adalah tanah secara fisik dan bangunan yang 

ada di atasnya. 

3. Dana Investasi Real Estat yang selanjutnya disebut 

dengan DIRE adalah wadah yang dipergunakan untuk 

menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk 

selanjutnya diinvestasikan pada aset Real Estat, aset 

yang berkaitan dengan Real Estat, dan/atau kas dan 

setara kas. 

4. Special Purpose Company yang selanjutnya disebut 

dengan SPC adalah Perseroan Terbatas yang sahamnya 

dimiliki oleh DIRE berbentuk KIK paling sedikit 99,9% 

(sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari  
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modal disetor yang dibentuk semata-mata untuk 

kepentingan DIRE berbentuk KIK. 

 

Pasal 2 

(1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak dari pengalihan Real Estat kepada SPC atau KIK 

dalam skema KIK tertentu, terutang Pajak Penghasilan 

yang bersifat final. 

(2) Skema KIK tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan suatu skema investasi dalam bentuk KIK 

dengan wadah DIRE dengan atau tanpa menggunakan 

SPC. 

 

Pasal 3 

(1) Tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari 

jumlah bruto nilai pengalihan Real Estat.  

(2) Jumlah bruto nilai pengalihan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

a.  seluruh jumlah yang sesungguhnya diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak dari SPC atau KIK atas 

pengalihan Real Estat dalam skema KIK tertentu, 

dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki hubungan 

istimewa dengan SPC atau KIK; atau 

b.  seluruh jumlah yang seharusnya diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak dari SPC atau KIK atas 

pengalihan Real Estat dalam skema KIK tertentu 

dalam hal Wajib Pajak memiliki hubungan istimewa 

dengan SPC atau KIK. 

 

Pasal 4 

(1) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) wajib dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, sebelum 

akta, keputusan, perjanjian, atau kesepakatan atas 

pengalihan Real Estat kepada SPC atau KIK dalam skema 

KIK tertentu ditandatangani oleh pejabat yang 

berwenang. 
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